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Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kal:
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkar
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar
Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhn
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lemberan Negare
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah PFusat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentany
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj:
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembarar
Negara Repulblik Indonesia Normor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentan;
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daeral
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202!

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 6881);



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang
Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bakeuda adalah Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan  Pemerintah Kabupaten Tebo yang
memungut Pajak Daerah.

5. Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tebo.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.



8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepade
Daerah yang terutang olch orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkar
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkar
imbalan sccara langsung dan digunakan untuk
keperluan  Daerah bagi  sebesar-besarnys
kemakmuran rakyat.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dar
Perkotaan yang sclanjutnya disingkat PBB-P.
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunar
yvang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkar
oleh orang pribadi atau Badan, kecual: kawasar
yang digunakan untuk kegiatam usah:

ngan.

10.Bumi adalah permukaan bumi yang meliput
tanah dan perairan pedalaman.

11.Bangunan adalah konstruksi (ckmk yany
ditanam atau dilekatkan secara tectap diata:
permukaan Bumi dan dibawah permukaar
Bumi.

12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunar
yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pa jal
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Bangunan.

13.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yan;
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanal
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atai
Badan.

14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalal
hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan
beserta Bangunan diatasnya,  scbagaimand
dimaksud dalam undang-undang di bidan;
pertanahan dan Bangunan.

15.0bjek PBB-P2 adalah Bumi dan/ata
Bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/ata:
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badas
untuk sektor Perdesaan dan perkotaan, kecual
kawasan yang digunukan untuk kegiatan usah.
perkebunan, perhulanan dan pertambangan.

16.8ubjek Pajak adalah orang pribadi atau badas
yang dapat dikenai Pajak.

17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak,das
pemungut Pajak, yang mempunyai hak da
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

18.Penanggung Pajak adalah orang pribadi bada
yvang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak
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27.Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya
disebut STTS, adalah bukti pembayaran yang
dikeluarkan  oleh Bank termasuk  struk
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas
pcmbayaran atau penyctoran Pajak yang tclah
dilakukan olelh Wajib Pajak melalui Bank yang
ditunjuk Pejabat berwenang.

28.Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang
selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang
digunakan olch Pcmerintah Kabupaten Tebe
sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayarar
Pajak untult menatausahakan ketetapan dar
pembayaran Pajak dari Wajib Pajak.

29.Surat Ketctapan Pajak Dacrah yang sclanjutnye
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajal
yang menentukan Dbesarnya jumlah Pajal
terutang.

30.Surat Setoran Pajak Daerah yang sclanjutnyse
disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atau
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengar
menggunakan formulir atau telah dilakukar
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalu
tempat Pombayaran  yang  dita
berwenang.

31.Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Baya
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalal
surat ketetapan Pajak yang mcenentukar
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredi
Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokol
Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlal
yang masih harus dibayar.
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Tambahan yang c-‘.ol'm]utny dlempka
SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yan;
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yan;
ditetapkan.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yan;
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah sura
ketetapan Pajak yang mcenentukan jurmnlal
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlal
kredit Pgjek lIcbih  besar dart Pajak yan

terutang atau tidak seharusnya terutang.

34.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutny:
disingkat STPD adalah surat untuk melakukas
Tagihan Pajak dan/atau sanksi administras
berupa bunga dan/atau denda.

35.Surat Keputusan Pembetulan adalah sura
keputusan yang membetulkankesalahan l.Llll"
kesalahan hitun
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untuk menguasai barang Penanggung Pajal
guna dijadikan jaminan untuk melunasi utan;
Pajak menurut peraturan perundang-undangai
yang berlaku.
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agar Penanggung Pajak melunam uLaug Pajal
dan biaya penagihan Pajak dengan menegu

atau memperingatkan, melaksanakar
penagihan seketika dan sekaligus
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan Penyitaan

melaksanakan penyanderaan, menjual baran;
yang telah disita.

45.Pcnagihan  Scketika dan  Sckaligus  adalal
tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan
oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajal
tanpa menunggu tanggal jatuh temp:
pembayaran yang mecliputi scluruh utang Pajal
dari semua jenis Pajak, Mase Pajak ,dan Tahui
Pajak.

47.Surat Teguran adalah surat yang diterbitka:
oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untul
mclunasi utang Pajakny

48.Surat Paksa adalah surat perintah membaya
utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

49.Surat Keputusan Keberatan adalah sura
keputusan atas kcberatan terhadap SKPD
SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihal
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

50.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanas
uang daerah yang ditentukan oleh Buparti untul
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cnampung scluruh poencrimaan dacrah das
membayar seluruh pengeluaran dacrah.

51.8urat Perintah Pencairan Dana PBB-P2 yan
selanjutnya disebut SP2D PBB-P2 adalah sura
yvang diterbitkan oleh Bupati sebagai saran:
untuk pengembalian kelebihan pembayaras
PBB-P2.

52.Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibaya
pada saat tertentu dalam masa Pajak, tahw
Pajak, atau bagiun tahun Pgajak

53.Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangk.
Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yan
selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Dat.
PBB adalah kegiatan pemutakhiran dat:
piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objel
dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 untuk period
tahun Pajak yang belum kadaluwarsa.

54.Pemutakhiran Data Plutang PBB- P’7 adala,l
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(1)

(2)

(3)

0. permohonan pembatalan ketetapan;

p. permohonan pembctulan;

(. permohonan pengurangan dan penghapusan sanks
administrasi;

T.oporm

s. pemeliharaan basis data PBB-P2 dan permohonai
aktivasi NOPD;

t. e-sppt PBBE

u. penagihan dan kedaluarsa penagihan;

v. penghapusan piutang;

w. sosialisasi dan edukasi; dan

X. gugatan,;
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BagianKcdua
Umum

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 3

Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunai
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkas
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasai
yvang digunakan untuk  kcgiatan  usah
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
termasuk permukoan Bumi hasil kegiata:
reklamasi atau pengurukan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yait
kepemilikan, penguasaan dan/atar
pemanfaatan atas:
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Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahas
Dacrah, dan kantor penyelenggara ncegar.
lainnya yang cdicatal sebagai barang milil
negara atau barang milik Dacrah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunaka:
semata-mata untuk melayani kepentinga
umum di bidang keagamaan, pant: sosial
kesehatan, pendidikan dan kebudayaa:
nasional, yang tidak dimaksudkan untu

¢. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mat
digunakan untuk tempat makam (kuburan|
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, huta
suaka alam, hutan wisata, taman nasiona
tanah penggembalaan yang dikuasai olel
desa dan tanah negara yang belum dibebar
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(2)

suatu hak;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakar

oleh perwakilan diplomatik dan konsula

berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakar

oleh Badan atan perwakilan lembag:

internasional vyang  ditetapkan dengar

Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur keret:
api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit)
lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atat
yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tingga
lainnya bordasarkan NJCP ¢
ditetapkan oleh Bupati; dan

. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungu
Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.
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Paragrafl 2

Pasal 4
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dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemindahan hak karena:
1. Jual beli;
Tukar-menukar;
Hibah;
Hibah wasiat;
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6. Pemasukan dalam perseroan atau badai
hukum lain;

7. Pemisahan hak yang mengakibatkai
peralihan;

8. Penunjukan pembeli dalam lelang;

9. Pelaksanaan putusan hakim yan;
mempunyai kckuatan hukum tetap;

10.Penggabungan usaha;
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12. Pemekaran usaha; atau

13.Hadiah; dan
b. Pemberian hak baru karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak;atau

2. Diluar pelepasan hak.
Hak atas tanah dan/atau Bangunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:
a. hak milik;
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3)

setiap Wajib Pajak diberikan NJOP tidak kens
Pajak.

NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesart
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untulk
setiap Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasa
lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayalk
daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimanse
dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas
salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahur
Pajak.

Pasal 9
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rpl1.000.000.000,0¢
(satu miliar rupiah) sebesar 20% (dua puiul
persen);

b. Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milia
rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen);

¢. Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga
NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (sati
miliar rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen}; dan

d. Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga
NJOP di atas Rpl1.000.000.000,00 (satu milia
rupiah) sebesar 100% (seratus perser.).

Besaran persentase schageimana dimaksuc

pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P.

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan cbjek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.

Pasal 10

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP di bawah Rp. 500.000.000,00 (Lim
Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nc
koma satu satu persen);

b. Untuk NJOP Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Jut
Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (sat
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol kom
dua lima persenj,

c¢. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000.00 (Sat
Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar (,3 % (nol kom
Tiga persen);

Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu

pada ayat (1) yang berupa lahan produks

pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08¢

(nol koma nol Delapan persen).
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Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 11
Besaran pokok PRI P2 yang terulang dihitun,
dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB
P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya
(1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu
dalam Pasal 10.
Saat terutang PBI3-P2 ditctapkan pada saa
terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/ata
pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.
Saat menentukan untuk menghitung PBB-P:

>

terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (<
berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pad
tanggal 1 Januari.

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutan
merupakan wilayah Daerah yarg mecliputi lcta
objek PBB-P2.

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P
sebagaimana dimaksud pada ayat (4
merupakan wilayah Daerah tempat Bumn
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a. laut pedalaman dan perairan darat serta Banguna
di atasnya; dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman da
perairan darat yang konstruksi teknikny
terhubung dengan bangunan yang berada ¢
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4
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Pasal 12
Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Peroleha
Qbjek Pajak (NPOP).
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga
ketentuan:
a. harga Transaksi untuk jual beli;

1. -
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cnitikar, hibahk, hiba
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan ata
badan hukum lainnya, pemisahan hak yar
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karen
pelaksanaan putusan hakim yang mempuny:
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru ate
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hal

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasa
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sctelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3),dengan tari
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16
(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganiny

perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akt
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasia
pemasukan dalam perseroan atau badan hukur
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatka
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usah:
pemckaran usaha, dan/atau hadiah;
pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuas
oleh penerima waris mendaftarkan peraliha
haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyz:

kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusa

pemberian hak untuk pemberian hak baru ats
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasarn hak;

O

[aae)

pada tanggal diterbitkannya sural keputusa

pemberian hak untuk pemberian hak baru di lue

pelepasan hak; atau
g. pada tangga! penunjukan pemenang lelang untu
lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tida
menggunakan  perjanjian  pengikatan  jual I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, sa:
terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada sa:
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(3) Dalam hal jual beli tanak dan/atau Banguna
menggunakan  perjanjian  pengikatan jual be
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,mak
saat berakhirnya perjanjian pengikatan jual beli yar
akan dilanjutkan dengan proscs akta jual beli aka
dilakukan validasi penilaian BPHTI scesuai dengs
harga transaksi pada tahun berjalan.

Bagian Kelima

Masa dan Tahun Pajak

Pasal 17
Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januan dan berakh
31 Desember pada tahun berjalan.

Pasal 18
(1) Tahun Pajak PBB-P2 dan BPH’I‘B dltetapka



—
—~——

—— —
— —

(3)

(5)

(7)

(8)

(1)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-
P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek
PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

di w11ayah Daerah yang mohpLh letak  objel
PBB-P2 dan BPHTRB.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

v Iy s ~y

Wajib  Pagjak mclakukan pombayaran ata
penyetoran PFajak yang terutang dengar
menggunakan SSPD dan atau SPPT

Pembayaran atau penyetoran Pajal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukar
melalui sistem pembayaran berbasis clektronik.
Pembayaran atau penyetoran BPHTB ata
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai
dari jual beli sebagaimana dimaksud dalan

Doacnl A ascst (OV vl A s orlos P (S .
1 (A\.\)(‘al.l ) (4\.] <AL \‘.4) 13 \_Ar\,u CA il AEL)K\.\L 3 [ WAV YIS S W AN SR
NPCP.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatala:
perjanjian  pengikatan jual Dbeli sebelun
perjanjian pengikatan jual beli sebelun

ditandatanganinya akta jual bel

mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang
Wajib Pajak mengajukan permohona

pcngembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Paja

melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
Pembayaran atau penyetoran BPHTI
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aya
(5) huruf b paling lambat dilunasi pada sas
penandatanganan akta jual beli.
Untuk setiap Nilai BPHTB yang sudal
ditetapkan oleh BAKEUDA wajib melakuka

l.lva.xsba_y aran atau peny ctoran 1S harn lxu;_]a S&ja

hari ditetapkan.

Format SSPD BPHTB sebagamana dimaksu
pada ayat (2), tercantum dalam lLampiran yan
merupakan bagian tidak terpisahkan da
Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapez
melakukan pendaftaran hak atas tanah ata

pendaftaran peralihan hak atas tanah sctela



Wajib Pajak menyecrahkan bulkti pembayarar
BPHTE.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yan;
mclanggar ketentuan scbagaimana dimaksuc

pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengar
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 21
Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/ata
Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peratura:
perundang-undangan bukan merupakan objel

BPHTB, Bupati dapat menerbitkan sura
cotorangan bukan obick BPHUTR
Xh LA L AL Lis&-ll 4 M LAINCALL M \. LS O O S BN

Bagian Ketujuh
Penelitian SSPD BPHTR

Pasal 22
(1) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukas
permohonan penelitian SSPD BPHTB kepad
Kepala Badan.

P el N

™ ~

(1) harus disertai dengan:

a. SSPD BPHTB yang teclah dicap dan ditandatangar
oleh PPAT, PPATS, atau Kepala Kantor Lelang;

b. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangar
oleh Bank atau Bukti pembayaran elektronik;

c. fotokopi SPPT atau cctakan dari aplikasi online;

c. lunas PBB-P2 seluruhnya;

e. fotckopi kartu tanda penduduk, kartu keluarg
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f. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, ata
pemanfaatan tanah berupa:

1. sertifikat;

2. surat Peralihan Hak;
3. surat Keputusan dari Instansi berwenang
4. surat keterarigan yang dikecluarkan lura

dan diketahui oleh camal setempa

dan/atau

: f]"\]"“mn“ 1 xr bl '\
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g. surat Kuasa bermaterai apabila dlkuasaxan
h. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;

1. khusus BPHTB waris melampirkan:
1. surat keterangan kematian,
2. fotokopi kartu tanda penduduk dan kart
keluarga seluruh ahli waris; dan
3. surat keterangan waris yang C
tandatangani lurah dan camat;
i-  foto objek;












(6)

(2)

o——
——

Pengisian SPOP dan/atau LSPOF sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara

elektronik,

Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak

scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

dilakukan dengan cara:

a. penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP dan/atau LSPOP; dan

b. identifikasi objek Pajak; dan/atau

c. verifikasi data objek Pajal; dan/atau

d. pengukuran bidang objek Pajak;

e. apabila tidak mengembalikan formulir SPOF
dan/atau LSPOP, akan ditetapkan olet

Bupati scsuai  dengan  ketentuan yang
berlaku.
Pendataan dilakukan oleh pctugas/tinr

pendataan yang ditetapkan dengan Keputusar
Bupati.

Bentuk SPOP dan/atau LSPOP scbagaimanse
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalanx
Lampiran yang merupakan bagian tidal
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Penilaian objek Pajak, dilakukan olch BAKEUL/

secara massal maupun secara individua

dengan menggunakan pendekatan penilaiar

atau mctodce scbagai berikut .

a. pendekatan data pasar; dan/atau

b. pendekatan biaya; dan/atau

c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

Hasil penilaian objek Pajak scbagaiman:

dimaksud pada ayat (1) digunakan sebaga

dasar penentuan NJOP.

Penilaian objek Pajak terdiri dari objek Pajal

umum dan objek Pajak khusus.

Cbjck Pajak umum scbagaimana Jdimaksu:

pada ayat (3), terdiri dari :

a. Objek Pajak standar adalah objek Pajak yan

memiliki kriteria tertentu; dan

b. objek Pajak non standar adalah objek Paja

yang tidak memiliki kriteria objek Paja
standar.

Objek Pajak standar sebagaimana dimaksw

pada aya t(4)huruf a,memenuhi kriteria sebage

berikuat:

a. tanah :<10.000 mZ(lebih kecil
atau sama dengan sepulu
ribu meter persegi);

b. Bangunan :;jumlah lantai s 4(lebih












(13)

(14)

bangunan dengan pendekatan kapitalisas

pendapatan.
Penilaian massal scbagaimana dimaksud pads
ayat (8) dilakukan olch pmugas penilai yang
ditctapkan clch Bupati atau Kepala Badan.
Dalam melakukan penilaian individua
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bupat
atau Kepala Badan dapat bekerja sama dengar
penilai pemerintah, penilai publik, dan instans
lain yang terkait.

Pasal 29

Kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaia:

Objck Pajalk dan Subjck Pajak digunakan untul

pemeliharaan basis data.

Pemeliharaan basis data dilakukan dengar

cara:

a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dat:
yvang dilakukan olch BAKEUDA berdasarkar
laporan yang diteritna dari Wajib  Pajal
dan/atau pejabat/instansi terkait  yan;
pelaksanaannya melalui proscedur yan;

ThAelal-a
Wik LGN UL,

b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dat:
vang dilakukan oleh BAKEUDA dengan car:
mencocokkan dan menyesuaikan data objel
dan subjek Pajak yang ada dengan keadaas
yang scbenarnya di lapangan atal
mencocokkan dan menyesuaikan nilai jua
objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yan;
terjadi di lapangan berdasarkan pemeriksaa;
lapangan yang dilakukan olch pctugas yan
ditunjuk dalam rangka pendataan terhada
Wajib  Pajak maupun untuk pengujia
keakuratan dalam data objek Pajak.

¢. pemeiitharaan basis data schagaiman.
dimaksud pada huruf a dan huruf b dapa
dilakukan secara online dan dapat melalt
kerjasarmna dengan instansi terkait.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan

ey s i~ R e = B ~

pendaftaran, pendataan serta pentlaian mass
sebagaimana dimaksud pada ayat (
BAKEUDA dapat bekerjasama dengan perangka
Daerah dan/atau instansi terkait dan/ata
pihak ketiga vyang membidangi kegiata
tersebut, dan dapat dilakukan secara online.

I
(“L

Bagian Kedua
Pendartaran SPPT PBB-P2 Objek Pajak Baru



(1)

(2)

Pasal 30

Pendaftaran objek Pajak baru yaitu pendaftarar

Objek PBB-P2 yang belum terdaftar.

Pendaftaran objek Pajak baru sebagaiman:

dimaksud pada ayat (1), dilakuikan olch Subic!

Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan seccara tertuli:
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukar
kepada Bupati melalui BAXEUDA;

b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP, dengar
jelas, benar dan lengkap;

c. surat permohonan dan SPOP dan/atat
LSPOP ditandatangani olch Subjck Pajal
ataua  Wagjib Pajak  dan dalam ha
ditandatangani oleh bukan Subjek Pajal
atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengar
surat kuasa;

d. melampirkan dokumen pendukurg sebaga
berikut:

1. foto kopi kartu tanda penduduk atal
1dentitas diri lainnya;

2. foto kopi bukti kepemilikan,
pcenguasaan/ pcmanfaatan tanal
(sertifikat/Surat Keputusan dari Instans
berwenang/Surat Keterangan yan;
dikeluarkan Lurah / Kepala Desa da:
diketahui Camat setecmpat/dokumen lan
yang sejenis);

3. foto kopi lzin Mendirikau
Bangunan/Pcrsetujuan Bangunan gedun;
atau surat keterangan kelurahan / Kepal:
Dcsa dengan denah lokasi objck Pgjal
atau surat pernyatazn luas bangunal
yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
foto kopi SPPT tetangga,;
foto objek Pajak;dan
titik koordinat objek Pajak.

e. penyelesaian pendaftaran objck Fajak barm
dilakukan melalui penelitian dan dituangka:
dalam berita acara melalui prose

2 - 1 3 -,
pemutakhiran data.

o o b

f. dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/sura
keputusan dari instansi berwenang/ Sura
Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepal
Desa dan diketahui Camat setempat
dokumen lain yang sejenis) diterbitkan

(lima) tahun  kebelakang sejak  saa

j S

SRPTR: [ o P R 1~ Ty 4 el vy v b Aalasila
s ® 4 2 ‘(zl)lll

[ Oy AACALL L AL












(7)

(@)

subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada aya

(1), dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajil

Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis
dalam: Bahasa Indoncsia yang dityj
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP, dengan jelas, benar  dar
lengkap;

¢c. surat permonohonan cdan SPO!L
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajit
Pajak dan dalam hal ditandatangani olel
bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, haru:
dilampiri dengan surat kuasa;
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CUng:

1. foto kopi kartu tanda penduduk atau
identitas diri lainnya;

2. bukti perolehan/pengalihancbjek Pajak;

foto kopi bukti kepemilikan / penguasaar

/ remanfaatan tanah;

w

4. foto kopi SPPT;

S. foto objek Pajak dan/atau titik koordinat;

6. foto kopi 121N mendirikaz
Bangunan/poersctujuan Bangunan godun;

atau surat ketecrangan kelurahan dengai
denalh Ickasi objek Pajak atau sura
pernyataan luas Bangunan yan;
ditandatangani oleh Wajib Pajak dax
bermaterai;dan
7. foto copi surat sectoran BPHTB ata
SPTPD-BPHTBE yang telah divalidasi.
Dalam hal bukti kepemilikan/ pcnguasaan,
pcemanfaatan tanah diterbitkan 10 (scpuluh
tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, haru
terlebih dahulu dilakukan pengecekan das
dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
Bukti kepemilikan/pengusaan/pemanfaatan
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (€
dapat berupa:
a. sertifikat;
b. surat peralihan hak;
¢. surat keputusan dari instansi berwenang;
d. surat keterangan yang dikeluarkan lural
dan/atau diketahui camat setempat
dan/atau
e. dokumen lain yang sejenis.
Pengajuan permohonan mutasi harus melunas
PBB-P2 terutang sejumlah luas tanah dan/ata
Bangunan yang dialihkan terhitung sejak tahw
peralihan.

. .
Penyelesaian mutasi scbagian atau

v ey
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(10)

(1)

(3)

-

(5)

objek dan subjek PBB-P2 meclalui penclitian
lapangan dituangkan dalam Dberita  acara
pemutakhiran data.

Format permohonan mutasi
scbagian/sclurchnya scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar:

Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Permchonan pemecahan scbagian objeck Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1

yvaitu pemecahan atas objek Pajak sebagiar

masih atas nama Wajib Pajak scmula.

Pemecahan sebagian atas objek Pajak masit

atas nama Wajib Pajak semula scbagaimanc

dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratar
sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukar
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP, dengan jelas benar dar

lengkap;
surat permohonan dan SPOP ditandatangan
oleh Subjek Pajak atau Wajib Fajak dar
dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjel
Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampir
dengan surat kuasa;
d. melampirkan dokumen pendukung:

1. fotocopi kartu tanda penduduk atau
identitas diri lainnya,;
bukti kepemilikan;
fotocopi SPPT; dan
fotocopi izin mendirikan bangunan
persetujuan Bangunan gedung atau sura
keterangan kclurahan / desa denga:
denah lokasi objek Pajak atau sura
pernyataan luas Bangunan yan
ditandatangani olch Wajib Pajak.

0

w 1

»

Pengajuan permohonan pemecahan haru
melunasi PBB-P2 terutang se¢jumlah luas tana
dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuass
terhitung sejak tahun peralihan.

Penyclesaian pemcecahan scbagian objek PEE P
melalui penelitian lapangan dituangkan dalar
berita acara pemutakhiran data.

Format permohonan pemecahan sebagia






Pajak;
¢. fotocopi bukti kepemilikan  dan/ atau
penguasaan tanah;
d. fotocopi bukti kepemilikan dan/ atau
pcnguasaan bangunan;
e. fotocopi akta pendirian;
f. surat keterangan instansi terkait; dan
g surat pernyataan tidak komersil atau
mencari keuntungan.
(6) Dalam nal permohonan Surat Keterangan NJOE
diterima BAKEUDA setelan diterbitkannysz
SPPT, ditindaklanjuti dengan menerbitkar
salinan SPPT.
Salinan SPPT scbagaimana dimaksud pada aya
(6) dapat diterbitkan sctelah Wajib Pajal
melunasi kewajiban Pajaknya sesuai dengar
jumlah yang tertuany; dalam SPPT.

——
~——

Bagian Kelima
Permohonan Salinan SPPT

Pasal 39
{1} Pcrmohonan pencrbitan salinan sSrp”
disampaikan melalui BAKEUDA yang diserta
persyaratan yaitu;
surat permohonan pcnerbitan salinan SPPT;
fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
lunas PBB-P2 tahun berjalan; dan
fotokopi kartu tanda penduduk ata
identitas diri lainnya;
(2) Format permohonan Salinan SPPT scbagaiman:

oo R
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Lampiran yang merupakan bagian tidal
terpisahkan dari peraturan Bupali ini.

Pasal 40
Atas permohonan SPPT PBB-P2 dari objek Pajal
yang masih bersengkela, BAKEUDA dapat menolal
pengajuan permohonan dari Wajib Pajak sampe
dengan adanya putusan pengadilan yang memilik

Vralrrvrmtny Tnvalrv v enn
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ang tetap.

3
Bagian Keenam
Permohonan Keterangan Lunas PBB-P2

Pasal 41
\ Y omcmm b m o am T D T ..1:1,-1_-,1”- P P VPN o
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melalui bank penerima atau tempat lain yan
ditunjuk oleh Bupati dengan menggunaka
media SPPT dan/atau SKPD sesuai waktu yan
ditentukan dalam SPPT dan/atau SKPD.



(1)

——
——

(4)

Apabila pembayaran Pajak melewati bata
waktu yang ditentukan dalam SPPT dan/ata
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dikenakan sanksi administrasi bcerupa bung:
scbesar 1% {salu persen) per bulan dari jumlal
Pajak yang belum atau kurang dibayar untul
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat
bulan terhitung sejak  saat  terhutangny:
Pajak.

Apabila penerimaan pernbayaran Pajal
dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, has:
penerimaan Pajak harus disctor ke banl

penerima pada hari dan tanggal yang sama.
Hasil pencrimaan Pajak scbagaimana dimaksus
pada ayat {3) harus disetor ke Kas Daerah pad.
hari dan tanggal yang sama.

Bukti pembayaran pelunasan Pajak berup.
STTS atau Bukti Pembayaran lainnya yang sah.
Bank penerima pembayaran Pajak atau tempa
lain yang ditunjuk oleh Bupati akas
menerbitkan bukti pembayaran yang sah.

Jika Bank Penerima pembayaran terlambat ata
tidak mconyctorkan pencerimaan scesua waky
yang telah ditentukan se¢bagaimana dimaksu
pada ayat (3), dikenakan sanksi administrat
berupa bunga yang besarnya 1% (satlu perser
per buian dari jumlah penerimaan Pajak yan
terlambat atau tidak dipindahbukukan.

Pasal 42
Jika STTS sebagai bukti pembayaran Paja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (<
mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Paja
dapat mengajulan permohonan s
keterangan lunas pembayaran Pajak kepad
BAKEUDA.
BAKEUDA  setelah  mencerima permohona
permintaan surat keterangan lunas pembayara:
Pajak dari Wajib Pajak akan melakuka:
pengecekan status pembayaran pada KLIK SPP
dengan mengeluarkan cetakan statu
pembayaran.
Berdasarkan hasil pengecekan dan cetaka
status pembayaran Pajak sebagaiman
dimaksud pada ayat (2), Kepala Bada
mcencerbitkan nota konfirmasi pembayaran.
Berdasarkan nota konfirmasi pembayarar
Kepala Badan dalam waktu 2 (dua) hari kerje
menerbitkan surat keterangan luna
pembayaran Pajak.



Bagian Ketujuh
Permohonan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran
PBB-P2

Pasal 43

(1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPP1
tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukar
permohonan penundaan jatuh tempo.

(2) Permohonan penundaan jatuh tempo diajukar
dengan mengajukan Permohonan sccara tertuli:
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepad:
Bupati melalui BAKEUDA dilengkap
persyaratan sebagai berikut:

a. SPPT yang sudah ditcrima yang dilengkap
dengan tanggal bukti penerimaan;

b. lunas PBB-P2 tahun berjalan;

c. foto kopi kartu tanda penduduk atal
identitas diri lainnya; dan

d. fotokopi bukti kepemilikan /penguasaan,
pemanfaatan tanah (sertipikat/AJB/Sura
Keputusan dari Instansi berwenang/Sura
Keterangan vang dikeluarkan Lurah dar

Aslrmtbalarrs M
LULIACU LALIWL sradia

' mat sctempatl.

(3) Penyelesaian permohonan penundaan  jatul
tempo Pembayaran FBB-P2 melalui penelitial
yang dituangkan dalam berita acara.

(4) Bupati atau Kepala Badan atas permohona:
Wajib Pajak atau penanggung Pajak setelal
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapa
memberikan persetujuan melalui sura
keputusar untuk menunda jatuh temp
pcmbayaran PEB P2 dalam kurun waktu tahw
Pajak.

Bagian Kedelapan
Pengurangan PBB-P2

Paragraf 1
Tata Cara Pengurangan PBREB-P2

Pasal 44
Bupati dapat memberikan stimulus berup
pengurangan, yang disecbabkan  kenaika:
ketetapan PBB-P2 tahun berjalan denga
besaran kenaikan diatas 10% (sepuluh perser
dari ketetapan PBB-P2 1 (satu)  tahu
sebelumnya.

——
oy
~——

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada aye






(6)

Ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang discbabkan oleh alam, antara
lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kckeringan, angin topan dan/ataw tanah
longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliput;

kebakaran, kerusuhan.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan atas:

a. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam
SPPT PBB-P2; dan/atau

b. PBEBE-P2 yang tcrutang yang tecrcantum dalam
SKPD adalah pokeok Pajak dan dende
administrasi.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pads

ayat(l),dapat diberikan:

a. sebesar 100% (scratus persen) dart PBB-P
yang terutang dalam hal kondisi lertentu
sebagaimana dimaksud pada aval (2) huru
a angka 1;

b. scbesar 75% {tujuh puluh lima persen) dar
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a angka 2;

c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBI3-P.
yang terutang dalam hal kondist tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a angka 3 untuk pensiunan PNt
golongan ! dan II, serta purnawirawar

TNI/Polri yang sctara;

n

d. sebesar 45% (empat puluhlima persen) dar
PBRB-P2 yang terutang dalam hal kondis
tertentu schbagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a angka 3 untuk pcensiunan PNS
golongan III, serta purnawirawan TNI/Polr
yang setara,

sebesar 40% (empat pulun persen) dar
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis

4+
L

o

rtentu schagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PN
golongan IV, serta purnawirawan TNI/Poli
yang berpangkat perwira menengah sampe
dengan perwira tinggi;

f. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P.
yang terutang dalam hal kondisi tertent:
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huru
a angka 4 serta ayat 2 huruf b;

> aoabhaans 1T NOANO .".u..-,}t. vy ey onen ) Jrvwes P21
Le DN R DAL AN G (o dlian iy Gall L7adas

H

~
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(9)

yang terutang dalam hal objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
dan ayvat (4); dan

h. scbesar 209 (dua pulah porsen) dart PBEBE D2

ng terutang dalam hal objek Pajak tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 5.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),dapat diberikan berdasarkan permohonan

Wajib Pajak paling lambat diajukan:

a. 3 (t.iga) bu’lan scjak diterimanya SPPT oleh

ib

: .. RINY
u) uu‘xan _]dl\ diter lm("ﬂ' a sl 1

b. 1

c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga
terjadinya bencana alam; atau

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga
terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat mc’nunjukar
bahwa dalam jangka waktu terscbut tidalk
dapat dipenuhi karena keadaan di luas

kekuasaannya.
Permohonan pcngurangan Wajib Pajalk

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapa

diajukan secara:

a. Perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang
vang tercantum dalam SPPT; atau

b. Perseorangan atau kolcktil untuk PBI3-P.
yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Permohonan  pengurangan sccara kolekti

sebagaimanadimaksudpadaAyat(8)hurutb,dapat

digjukan:

a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondis
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a, angka 1 dan angka 2 denga:
PBB-P2 yang tecrutang paling banyal
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hatl:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksus
ad. vt

P Ta) ey
k [~ W A (Ay(AL

dengan PBB-P2. Terutang paling banya

N L\‘lv— f ey rveneyloen 1"14\% P et~
<f valad [0 c.l,ufo;‘L\m il angona .

Rp.500.000.000,00(lima ratus jut
rupiah);

2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksua
pada ayat (2) huruf a, angka 3, angka -
atau angka S, dengan PBB-P2 yan
terutang paling banyak Rp.200.000,0
(dua ratus ribu rupiah);atau

3. obijek Pajak schagaimana dimaksud pad



ayat (3) dan ayat(4 )dengan PBB-PZ
terutang paling banyak Rp.
50C.000.000,090 (lima ratus juta rupiah).

(10) Permohcnan pengurangan yang diajukan secare

-
}.I\.

3)

)
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ayat é) harus memenuhi persyaratan lormal:
a. Permohonan pcngurangan yang diajukar
secara perorangan:

1.

Wajib Pajak vcteran pejuang
kemerdekaan,veteran pembele
kemerdekaan,penerirna tanda jase

bintang gerilya atau janda/dudanya

mantan Prc*Q.idf*n dan Wakil Presiden dar

mantan Gubcrmnur dan Wakil Gubormnmwe

dan Mantan Bupati dan Mantan Waki

Bupati atau janda/dudanya:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk;

b) Fotocopi kartu tanda anggota veteran;

c) fotocopi surat keputusan tentang
pengakuan, pengcsahan dar
penganugerahan gelar kehormata
dari peJabal yang berwenang;

v oYYy Trvony vt rvmers

fotoc suratl Keputusar
pengangkatan atau pemberhentiar
sebagail presiden dan Wakil Presiden
Gubernur dan Wakil Gubernur da:
Mantan Bupati dan Mantan Waki
Bupati;

e} fotocopi surat keterangan kematian;

f) fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahu

(o R
=

berjalan;
g} fOtOCO}JA SPPT PBEE tahun bClJu;axx,daY}
h) fotocopi bukti kepemilikas

/penguasaan /pemanfaatan tanah.

Wajib Pajak orang pribadi yan

penghasilannya sematia- mata dar

pensiunan schingga kewsgjiban PBB-P:

sulit dipenuhi:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk;

b} FFotocopi kartu keluarga;
Fotocopi surat keputusan pensiun;

} Fotocopi slip pensiun atau dokume

sejenisl ainnya;

e) Fotocopi bukti kepemilika:
/penguasaan/pemanfaatan tanah;

f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahu
Pajak sebelumnya (5 tahun sebelumnya
dan

Fotorarn: SOHDT DRI D Ny
CIOCTOPET mat H [
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~
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b.

pensiunan BUMN, BUMD dan swasta

atau janda/dudanya schingga kewajiban

PBB-P2 sulit dipenuhi:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau
identitas dirt lainnya;

b) Fctocopi kartu keluarga;

c) Fotocopi1 surat keputusan pensiun;g

d) Fotocopi slip pensiun atau dokumen
sejenis lainnya,;

e) Fotocopi bukti kepemilikan/
penguasaan/ pemanfaatan tanah;

f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-PZ
tahun Pajak sebelumnya (5 (lima)
tahun scholumnya); dan

g) Fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.

Permohonan pengurangan yang diajukar

Wajib Pajak badan yang mengalami kerugiar

dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak

sebelumnya sehingga tidak dapat memenuh

kewajiban rutin:

1. Foto copi kartu tanda pendudulk
pengurus;

2. Foto copi putusan pailit dari pengadilar
negeri/instansi yang herwerang;
3. Foto copi laporan keuangan minimal <

(tiga) tahun terakhir;

4. Foto copi SPT tahunan dan PPh tahur
Pajak sebeluinnya;

5. Foto copi SPPT tahun scbelumnya;

6. Foto copi bukti pclunasan PBEB P2 tahu
sebelumnya (5 (lima) tahun scbhe lumnya).

7. Fotocopi SPPT PEB.- P2 tahun berjalan.

Permohonan poe¢ngurangan yang diajukar

Wajib Pajak perorangan atau badan karen:

bencana alam atau sebab lain yang lua

biasa:

1. fotocopi kartu tanda penduaduk  ata
identitas diri lainnya,;

2. surat pernyataan dari LLurah/Kepala Des:
setempat atau instansi terkait sepert
BPBD, Dinas Keschatan, Dina
Ketahanan Pangan yang menyataka:
objek Pajak terkena bencana alam ata
sebab lain yang luar biasa;

3. surat pernyataan dari Wajih Pajak yan
menyatakan Wajib Pajak terkena bencan
alam atau sebab lain yang luar biasa,;

4. foto copi SPT tahunan dan PPh tahw
Pajak sebelumnya untuk badan;

= Fortn ey QIOTYY t'( kvvv‘\ anlialiremrmvras Aoe
<. 0O COPL ooty lanun sodiuimninya; Qasn



(11

(12)

(13)

(14)

6. foto copi bukli pelunasan PI3B P2 tahur

berjalan.
7. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
d. Pengajuan permohonan  pengurangar

PBE-P2 pcrorangan yang digjukan sccare
kolektif ole hlurah

1. foto copi kartu tanda penduduk masing

masing Wajib Pajak;

2. surat permohonan pengurangan dar
masing-masing Wajib Pajak;

surat keterangan dari lurah/kepala des:
setempat atau instansi terkait yan;
mendukung alasan permohonan Wajil

w

Pajak;

4. 1oto copi SPPT tahun sebelumnya masing
masing Wajib Pajak;

5. foto copi  bukti pelunasan PBB-P2
tahun sebelumnya masing- masing Wajil
Pajak; dan

6. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatka:

persetujuan pengurangan pada tahu

schelumnya dapat melampirkan:

a. foto copi kartu tanda pcenduduk atan
identitas diri lainnya,;

b. foto copi kartu keluarga;

c. surat permohonan pengurangan,

d. keputusan persctujuan pengurangan

e. 1 (satu) tahun scbelumnya; dan

f. SPPT PBB-P2 Tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak pensiunan PNS/BUMN/BUMI

yang tclah diberikan persctgjuan penguranga

pada tahun sebelumnya dapat diberika:

pengurangan tanpa mengajukan permohona:

selama memenuhi kriteria sebagaiman

dimaksud pada ayat (10) huruf a angka 1, 2 da

5 dan masih berstatus schagal  pemili

rumah /tanah serta melalot mckanism

verifikasil apangan.

Permohonan pengurangan yang tida

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksu

pada ayat(7),dianggap bukarn sebag:

permohonan sehingga tidalk dape
dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pengurangan tida

dapatl dipertimbangkan sebogaimana dimaksu
pada ayat(l1l) Bupati atau Kepala [3adan dalax
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja seja
tanggal permohonan tersebut diterima, haru
memberikan jawaban sccara tertulic denga



(1)

(16)

(19)

memberitahukan keckurangan persyaratan serta

alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalara hal
permohonan diajukan secara perscorangan;

atau
b. pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS
atau organisasi sgjenisnya atau

Lurah/Kepala Desa setempal dalam  hal
permohonan diajuxkan secara kolcktif.
Kewenangan Penyelesaian Permohonan
Pengurangan PBB-P2 meliputi:
a. Kepala BAKEUDA atas dasar Keputusan

Bupati berwenang memberikan keputusan

Al
IJ\,L repteretedet

a
yang terutang; atau
b. dalam hal pcjabat scbagaimana dimaksuc
pada huruf a tidak dapat meiaksanakar
tugasnya karcna berhalangan make
penandatanganan dapat dilaksanakan olel
Sekretaris BAKEUDA atau Kepala EBidang.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada aya
(13) ditentukan sctelah dilakukan penelitar

Anliyen | 1 DD O
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administrasi terhada Y pern nohonan Yanig

digjukan oleh Wajib Pajak dan harus ade
keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sejal
diterimanya permohonan dari Wajib Pajak
Keputusan sebagaimana dimaksud pada aya
(14) dapat berupa menerima secluruhnya
sebagian atau ditolak.

Pemberian pengurangan schbagaiman:
dimaksud pada ayat (1) hanya ditcrapkan
(satu) kali kepada sctiap Wajib Pajak pada ohijcl
Pajak yang ditempati.

Format permohonan pengurangan scbagaiman:
dimaksud pada ayat (7) dan Ayat (10) sert:
format laporan hasil penclitian sebagaiman:
dimaksud pada ayat (14), tercantum dalan
Lampiran yang mecrupakan baglan tidal
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Penyelenggara Satuan atau Program Pendidikas
Swasta dan Rumah Sakit Swasta merupakal
Wajib Pajak.

Bumi dan/atau Bangunan yang dimilik:
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan olel
penyelenggara satuan atau program pendidikan
swasta dan rumah sakit swasta merupakas
obyek Pajak yang dapat dikenakan Pajak.
Obyek Pajak wyang dapat dikenakan Paja



(7)

(10)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
yang dimanfaatkan oleh penyelenggara
satuan atau program pendidikan swasta dan
rumah  sakit swasta yang memperoleh
kcuntungan.

Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) bagi penyelenggara satuan ateu program
pendidikan swasla  adalah sclisih lehil
antara besarnya pencerimaan yang diperolel
dari:

a. sumbangan pembinaan pendidikan;

b. biaya seleksi masuk penyelenggara satuar
atau program pendidikan swasta;
sumbangan wajib pcmbangunan /
pengadaan prasarana; yang dikenakar
kepada rmmurid / mahasiswg;

d. hasil kontrak kerja yang scsuai dengan perar
dan fungsi penyelenggara satuan atau
program pendidikan swasta;

penerimaan dari hasil usaha sumpingan
dan/atau

f. bentuk penerimaan lain dan sebagainy:

0

o

dikurangi binya pengeluaran rutir
/operasional.

Informasi keuntungan scbagaimana dimaksuc
pada ayat (4) disajikan dalam laporan keuangar
tahunan penyelenggara satuan atau progran
pendidikan swasta sebelum tahun Pajak yan;
bersangkutan.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada aya
(3) bagi Rumah Sakit Swasta disajikan dalan
laporan kouangan tahun
Pajak yang bersangkutan.
Laporan keuangan tahunan  scbagaimani
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (&
disampaikan ke BAKEUDA paling lambat 3 (tiga
bulan setelah tanggal diterimanya SPPT.
Apabila penyelenggara satuan atau progran
pendidikan swasta dan rumah sakit swast
tidak menyampailkan laporan keuanga

vy Forlnaay
LALLY R3O RNE

tahunan schbagaimana dimaksud pada ayat (4
dalam batas waktu sebagaimana dimaksu
pada ayat (6), BAKEUDA menerbitkan SPP
secara jabatan.

Terhadap laporan keuangan rahuna
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aya
(S) yang ternyata tidak menunjukkan adany
keuntungan, BAKEUDA melakukan pengeceka:
atau verifikasi.



(1)

(2)

—

Pasal 47

Apabila Penyelenggara satuan atau  program
pendidikan swasta dan rumah sakit swasta
dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya
nyata-nyata tidak mcmpcerolch kcuntungan atau
institusi pelayanan sosial masyarakat, maka
penyelenggara satuan atau program pendidikan
swasta dan rumah sakit swasta terscbut dapat
mengajukan permohonan pengurangan atau
permohonan pembatalan SPPT.

Penyelenggara satuan atau program pendidikar
swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1
dapat terpenuhi apabila memenuhi salah satuk

a. mengikuti program wajib belajar Pemerintal
Daerah;

b. menerima bantuan opecrasional sekolah dar
Pemerintah;

¢. Sumbangan pembinaan pcndidikan @ dar
pungutan lainnya dengan nama apapur
rata-rata:
1. SD swasta dan sederajat diatas Rp

50.0C0,0Clima puluh ribu rupiah);

2. SMP swasta dan  scderajat diata:
Rp100.000,00(scratus ribu rupiah);

3. SMA swasta dan secderajat diata:
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribt
rupiah);dan

4. Perguruan tinggi swasta dan sederaja
diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah
satu tahun.

-~ Trvaaan Tn v orv e oy e s - OO vy ) /,‘n. )
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meter persegi) untuk SD, SMIP dan SM/
Sederajat dan diatas 2.000 m2 (dua ribt
meter persegi) untuk perguruan tingg
swasta dan sederajat;

lantai tingkat bangunan diatas 1 (satu
lantai untuk S, SMP dan SMA dan diata

4 (empat) lantar untuk perguruan tingg

o

swasta dan sederajat;
vaan ran la (iia'\il" 1 f\.’\l PRENS TR

vevems buny P
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persegl) untuk SD, SMP dan SMA dan diata
20.000 m2 (dua puluh ribu meterperseg:
untuk  perguruan tinggi swasta das
sederajat; dan

g. jumlah siswa diatas 500 (lima ratus) sisw
untuk SD, SMr dan SMA dan diatas 3.00
(tiga ribu) mahasiswa untuk perguruan tingg
Swasta dan sederajat.

Penyelenggara satuan atau program rumah sak
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swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat

terpenuhi apabila memenuhi salah satukriteria:

a. 25% dari jumlah tempat tidur digunakan
untuk pasien tidak mampu;

b. Sisa hasil usaha untuk rcinvestasi rumah
sakit dalam rangka pengembangan rumabh
sakit dan tidak digunakan untuk investasi
diluar rumah sakit; dan

c¢. Rumah sakit swasta yang ditunjuk sebagai
peserta jaminan keschatan masyarakat.

Pengajuan permohonan pengurangan  Pajak

atau permchonan pembatalan SPPT untuk

satuan program pendidikan dilengkapi dengan:

a. foto copi akta pecndirian satuan program
pendidikan;

b. foto copi identitas Wajib Pajak/pemohon;

Fotokopi SPPI;

Fotokopi bukti kepemilikan;

Fotokopi lunas PBB-P2 tahun berjalan;

Laporan keuangan yang tclah diaudit olel

aparat pengawasan fungsional pcmerintal

dan/ atau akuntan publik; dan

g. laporan pencrimaan dan pengeluaran.

Pengajuan permohonan pengurangan Pajal

atau permohonan pembatalan SPPT  untul

Rumah Sakit Swasta dilengkapi dengan:

foto copi akta pendirian rumah sakit;

foto copi identitas Wajib Pajak/pemohon;

foto copi SPPT;

foro copi bukti kepemilikan;

foto copi lunas PI3B-P2 tahun berjalan;

m0a0 o

aporan kcuangan yang tclah diaudi :

aparal pengawasan fungsional pemerintal
dan/ atau akuntan publik;

g. laporan penerimaan dan pengecluaran,;

h. Surat penunjukkan/penctapan rumah saki
sebagai peserta jaminan kesehata:
Masyarakat dari Dinas Kesehatan; dan

i. laporan seluruh jumlah tempat tidur untul
pasien tidak mampu.

o P sengurancan sebagaimana di e
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pada ayat(l) diberikan sebesar 25% (dua pu].u]
lima persen) dari nilai SPPT terutang.

Bagi program penyelenggaraan pendidikas
swasta dan Rumah Sakit Swasta sebagaiman:
dimaksud ayat (1) yang memiliki lebih 1 (satu
objek Pajak dengan manajemen yang sameé
maka yang berhak mendapat penguranga
adalah yang memiliki NJOPTerbesar.,



(2)

(3)

(4}

Bagian Kesembilan
Permohonan Kcbheratan

Pasal 48

Wajib Pajak dapat mcengajukan kcberatan

secara tertulis kepada Bupati melalui Xepala

Badan atas surat keputusan atau surat

ketetapan sebagai berikut:

a. SPPT PBB-P2;

b. SKPD;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. SKPDLB; dan

f. SKPDN.

Keberatan dapat diajukan dalam hal:

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek
Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau nilaj
jual objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan
tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan
peraturan PBB-P2.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1

An . - i
\4(&1.1(,\‘\, di L]T\Ax\axx scara pergrangan atau kolekrif:

a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

b. perorangan untuk SKPD.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksuc

pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. Satu surat permohonan keberatan untuk 1
(satu) SPPT atau SKPD;

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahase

Indonesia;

Digjukan kepada Bup \

d. Dilampiri asli  SPPT/fotokopt /informas
rincian SPPT atau SKPD yang diajukar
keberatan;

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang
menurut penghitungan Wajib Pajak diserta
dengan alasan yang mendukung pengajuar
keberatannya disertai dengan:

1. loto copi kartu tanda pcenduduk atat

v + A
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2. foto copi bukti kepemilikan /penguasaar
/pemanfaatan tanah, antaralain:
a) sertifikat;
b) surat peralihan hak;
c) surat keputusan dari instans
berwenang; atau
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d) surat keterangan yang dikeluarka:
lurah/kepala  desa  dan  diketahu
camat sctempat.



()

(0)

(7)

3. foto copi ijin mendirikan
bangunan/persctujuan Bangunan gedung
atau surat keterangan kelurahan/desa
dengan dc:nah lokasi objeck Pajak atau
surat pcernyataan luas bangunan
ditandatangam olehWajib Pajak.
surat kuasa bermaterai jika permohonan
keberatan dikuasakan.
mengisi surat pemberitahuan objek Pajak.
foto copi SPPT tetangga tercdekat.
foto objek Pajak.
Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang
masih harus dibayarkan paling sedikii
scjumlah yang tclah disctujui Wajib Pajak
dalam pembahasan akhir hasi
pemeriksaan atau pembahasan akhi
hasil verifikasi sebelum surat keberatar
disampaikan.

f. Digjukan dalam jongka waktu 3 (tiga) bular
sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu
bulan sejak tanggal diterimanya SKPD
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasany:
dapat mcenunjukkan bahwa jangka wakta it
tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilua
kekuasaannya; dan

g. Surat Keberatan ditandalangani oleh Wajil
Pajak, dan dalam hal surat Kecberatas
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajal
harus dilampiri dengan surat kuasa.

Tanggal penerimaan surat permohonar

keberatan yang dijadikan dasar untul

‘nﬂ

~
(KLL&

nn

© NG

memprosces  keberatan adalah ta
surat permohonan keberatan yang dis
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasany.
kepada BAKEUDA.

Apabila surat permohonan keberatas
dikirimkan melalui jasa pengiriman, Tanggs
penerimaan surat permohonan keberatan yan
dijadikan dasar untuk memproscs keberatas
adalah tanggal terima surat permohona

roskyvervrs by xrovwmnoy At rv Alanln IDATZITTTITYA
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Format Pengajuan keberatan  scbagaiman
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalar
Lampiran yang merupakan bagian tida
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 49
Pengajuan keberatan untuk SPPT secar
kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPP



(2)

———
l'd
~
——

(4)

yang tergolong dalam buku 1 (satu).

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) diajukan secara tcrtulis kepads
Bupati melaluit BAKEUDA.

Kceberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1

harus memenuhi persyaratan sebagi berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam Bahass
Indonesia;

b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA,;

c. dilampiri SPPT asli;

d. Surat keterangan lurah,/kepala des:
setempadt;

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutany
menurut penghitungan Wajib Pajak diserta
dengan alasan yaug mendukully pergajual
Keberatannya disertai dengan:

1. foto copi identitas Wajib Pajak, dan fot«
copi identitas kuasa Wajib Pajak dalan
hal dikuasakan;

2. foto copi bukti kepernilikan
penguasaan/ pemanfantan tanal
(sertifikat,/ AJB/ dokumen lain yan;
sejenis);

3. fotoc copi ijin mecndirikan  bangunan,
persetujuan bangunan gedung atau sura
keterangan lurah/kepala desa;

4. Surat kuasa bermaterai jika pcrmohonas
keberatan dikuasakan;

5. Mengisi Surat Pemberitahuan Objck Paja
(SPOP) dan;

6. foto copi SPPT tetangga terdeka

f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tlga) ula:
scjak tanggal ditcrimanya SPPT ataul{satu
bulan sejak tanggal diterimanya SKPC
kecuali apabila Wajib Pajak atau lkuasany
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu it
tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilaa
kekuasaannya.

Tanggal Penerimaan surat keberatan yan

dijadikan dasar untuk memproses sure

keberatan adalah:

a. tanggal tcrima surat keberatan, dalam he
disampaikan sccara langsung oleh Waji
Pajak atau kuasanya kepada BAKEUD/
atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatar
dalam bhal disampaikan melalui pos tercats
dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 50
ngajuan Keberatan tidak menunda kowajib:



membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaar
penagihannya.

Pasal 51
putusan  atas pongajuan keboratan SPY
dan/atau SKPD yang terutang diberikan  olel
Kepala BAKEUDA atas pelimpahan kcwenangar

dari Bupati.

Pasal 52
(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3¢
sesual kewenangannya dalam jangka wakt
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejal
tanggal pcncerimaan surat keboeratan, hara
memberikan keputusan atas pengajuar
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa
46.
(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) dapat becrupa menerimu
seluruhnya atau scbagian, menolak, ata
menambah  besarnya jumlah DPajak yan
terutang.
Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksuc
pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusa:
belum diterbitkan, pengajuan Keberatau
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusa:
sesuai dengan pengajuan Wajibh Pajak dalan

’cB

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulai
terhitung sejak jangka waktu dimaksus
berakhir.

{(4) Dalam hai keputusan keberatan menyebabkai
perubahan  data  dalam  SPPT, BAKEUD.
menerbitkan SPPT dan SKPD baru bherdasarka
keputusan Keberatan tanpa mengubah saa
jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT dan SKPD baru secbagaimana dimaksu:
pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 53
Dalam jangka waktu 12 (dua bhelas) bulan, Waji
Pgjak dapat menyampatkan alasan ta
penjelasan tertulis  sepanjang  surat  Keputusa
keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kesepuluh
Permohornian Pengembalian

Pasal 54
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohona
1 - |

~lerven T 0s \-"L-vn.-—l T e Lo A A I S T D AR o S I
A1C ISR DE R S R H SATTLDAYaran o oy diax G






(8)

(9)

(10)

(11)

(1) terlebih dahulu dilakukan pcnelitian atau
verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui
kebenaran atas permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan

~1 1 PRV Y - ~Y s . -~ 3 sy v lremn v A
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pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama

12 (dua belas) bulan sejak diterimanyse

permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupat

melalui Kepala Badan menerbitkan:

a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibayas
ternyata lebih besar dari yang scharusnye

terutang;
k. surat pemberitahuan, jika iumlah Pajak yang
dibayar sama dengan jumlah Pojak  yang

seharusnya terutang; atau
c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibayas
ternyata kurang dari jumlah Pajak yang
seharusnya terutang.
Bupati melalui Kepala Badan dalam jangke
waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanyse
permohonan  kelebithan  pembayaran Yajal
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus
mcmberikan Keputusan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaiman:
dimaksud pada Ayat (4) tclah dilampaui dar
Bupati tidak memberikan suatu keputusan
permohonan pengernbalian kelebihar
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dar
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka wak
paiing lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai ulang Pajal
yang sama atau utang Pajak Dacrah lainnya
kelebihan pembayaran Pajak, fangsun;
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulh
utang Pajak tersebult.
Pengembalian kclebihan pembavaran  Pajal
dilakukan dalam waktu paling lima 2 (dua
bulan sejak diterbitkannya SKPDLIE,.
Apabila pengembalian kelebihan pembayara:
Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua
bulan sgjak diterbitkannya SKPDLE, Bupat
memberikan imbalan bunga sebesar 1% (sat
persen) per bulan atas keterlambateas
pembayararn kelebihan Pajak.

Bagian Kesebelas
Permohonan Pembatalan SPPT

Pasal 55

Woevemnlon 2.
Acpala Zaan a






(2)

(6)

(7)

(8)

permohonan Wajib

PajakdapatmembatalkanSPPTatauSKPD;

Permolionan Pembatalan adalah pProses

kegiatan penerbitan surat pembatalan atas

pencerbitan SPPT atau SKPD yang  tidak

seharusnya diterbitkan.

Pembatalan SPPT dapat dischabkan yaitu:

a. Objek Pajak tidak ada,;

b. Objek Pajak atau Subjek Pajak scharusnya
tidak terutang PBB; dan

c¢. Terdapat SPPT Ganda;

d. Objek Pajak yang dikecualikan.

Permochonan pembatalan schbagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan

secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupat

melalui BAKEUDA paling lambat 3 {(tiga) bulan

sejak tanggal diterimanya SPPT.

Permohonan pembatalan scbagaimana yang

dimaksud pada ayat (3), harus memenuh:

persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam Bahase
Indonesia disertai alasan yang mendukung
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Wonannya;

b. diajukan kepada Bupati mclalui BAKEUDA
dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
ditandatangani oleh kuasanya;

d. foto copi identitas Wajib Pajak;

e. Surat Kuasa bermaterai (apabile
dikuasakan);

f. foto copi bukti kepemilikan/penguasaan,

£ + - Fyls : p] ~
pcmanfaatan tanah (scrtifikal/AJB/CGamba

Ukur Resmi Badan Pertanahar
Nasional/Surat Keputusan dari Instans
berwenang/Surat Keterangan yan;
dikeluarkan [.urah/Kepala Desa dai

diketahui Camat sctempat/ dokumen lan
yang sejenis);
g dokumen lainnya yang diperiukan.
Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 (du:
belas) bulan acjak surat permohonas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima
sudah harus memberikan keputusarn.
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas
bulan sebagaimanan dimaksud pada ayat (6
Bupat: atau Kepaln Badan tidak memberika
keputusan, permohonan pembatalan diangga
dikabulkan.
Penyelesaian permohonan Pembatalan daps

melalul penelitian atau verifikasi yan












(12)

(13)

{18}
V)

keterangan Kelurahan/Kantor Desa dengan
denah Iokasi Objck Pajak atau surat
pernyataan luas bangunan yang
ditandatangani olch Wajib Pajak;

¢. SPOPD dan LSPOPD yang tclah diisi dengan
benar;

d. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan /
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/ Surat
Keputusan dari Instansi berwenang/Surat
Keterangan yang dikciuarkan Lurah/Kepala
Desa dan diketahui Camaual setempat
/dokumen lain yang sejenis); dan

e. foto objek Pajak.

Wajib Pajak harus mclunasi PBBE-P2 scsua

hasil pembetulan untuk yang diajukar

permohonan sesuai tahun peralihan.

Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (10

hanya dapat dilakukan untuk Wajih Pajak yang

belum melakukan pembayaran pembetular
dimohonkan.

Permohonan pembetulan sebagaimans

dimaksud pada ayat (10) harus memenuh

+
porsyaratan scbagai berikut:

diajukan untuk SPP’I‘ Tahun Pajak yanj

sama dengan Pajnk Yang Terutang dengat

nilai setiap SPPT kurang dari Rp100.000,

(seratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam Bahas:
Indonesia disertai alasan yang mendukun;
permohonannya,;

¢. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA

A e
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d. diajukan melalul Lurah/Kepal.
Desasetempat.

Tanggal penerimaan permohonan pembetulan

yang dijadikan dasar untuk memprose

permohonan pembetulan sechagaiman

dimaksud pada ayat (7) dan ayat( 8) adalah:

a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam he

?’

disampaikan sccara langsung oleh Waji
Pajak pada petugns tempat Pelayanan Paja
atau petugas yang ditunjuk; atau
b. tanggal stempel pos tercatat, dalarn hal sure
permohonan  disampaikan melalui po
tercatat.
Permohonan pembetulan yang tidak memenul
persyaratan sebagaimana dimaksud pada aye
(5), dianggap bukan sebagal  permohona
sehingyga tidak dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan poembetulan  tida






(2)

Penelitian SSPD BPHTB sebagaimanse
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan:
a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalarn
SSPDBPHTB dengan NOPDyang tercantum:
1. dalam SPPT atau bukii pombayaran PRBDB
P2 lainnya;dan
2. pada basis dataPBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter perseg
yang dicantumkan dalam SSPD BPHTE
dengan NJOP Bumi per meter persegl pad:e
basis data PBB-P2;

¢. kesesuaian NJOP Bangunan per mete
persegi yang dicantumkan dalam SSPL
BPHTE dcngan NJOP Bangunan pcer mcta
persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran dan kewajaran penghitungar
BPHTB yang meliputi:

1. NPOP;

2. NJOP;

3. NJOPTKP;

4, Tarif dan pengenaan atas objek pajal
tertentu;

5. BPHTE terutang atau yang harus dibayar
dan

e. kebenaran  penpghitungan BPHTB vyan
disetor,
termasukbesarnyapenguranganyangdihitung
sendiri.

Proses penelitian atas pembetulan SSPD BPHTI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka:

paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimany
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pemeriksaan di tempat.
Dalam hal berdasarkan hasil penclitian ata
pembetulan SSPL BPHTE schagaiman
dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yan
disetorkan lebih kecil dari jumlah Paja
terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisi
kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga Belas
Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 59
Bupati atau  Kepala Badan atau ate
permohonan Wajib Pajak dapat menghapuska
denda administrasi. ‘
Penghapusan denda administrasi dap:
disebabkan yaitu:


kAXXC.UA
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(3)

(4)

(6)

(7)

a. Karena kondisi  tertentu vang ada
hubungannya decngan subjek/objek Pajak
dan/atau karcna;

b. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam
atau scbab lain yang laar biasa,

Penghapusan denda administrasi sebagaimanasa

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf t

dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan

Wajib Pajak melalui loket pelayanan dengan

melengkapi persyaratan atau tanpe

permohonan yang dilaksanakan pada momer
tertentu.

Permohonan Penghapusan denda administras

scbagaimana dimaksud pada ayal (1), harus

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Bupati melalui BAKEUDA paling lambas

3 (uga) bulan secjak tanggal diterimanya SPPI

dan 1 (satu) bulan scjak tanggal diterimanys

SKPD:

a. diajukan secara tertulis dalam  Bahase
Indonesia disertai alasan yang mendukung
permohonannya,

L. digjukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atat
ditandatangani oleh kuasanya;

d. Fotocopy identitas Wajib Pajak;

e. Surat Kuasa bermaterai (apabil:
dikuasakan);

f. Fotocopy SPPT;

g. Lunas PBB-P2 tahun berjalan;

h. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan,

pcmanfaatan tanah (scrtifikat/AJB/CGamba

Ukur Resmi Badan Pertanahai
Nasional/Surat Keputusan dari  Instans
berwenang/Surat Keterangan yan,

dikeluarkan Lurah/Kepala Desa daus
diketahui Camatl setempat /dokumen lai
yang sejenis); dan
i. dokumen lain yang diperlukan.
Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 {(du
belas! bulan s Kk aura ! ¢ 3
sebagaimana dimaksud pada ayat
sudah harus memberikan keputusan.
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5
Bupati atau Kepala Badan tidak memberika:
keputusan, permohonan penghapusan dend
administrasi dianggap dikabulkan.
Penyele%alan permohonan penghapusan dend
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(1)

(5)

()

(10)

verifikasi yang dituangkar dalam berita acara.

Bagian Keempat Belas
Permohonan Pemboyaran Angsuran Pajak

Pasal 60
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas.
Bupati atau Kepala Badan atas permochonar
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Pajak atau Penanggung Pajak scte
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapas
memberikan persctujuan untuk  Mmengangsui
dan/atau menunda Pajak dalam kurun waktu
tertentu.

Wajib Pajak dapat mengajukan Sura
Permohonan Angsuran Pe¢mbayaran secare
tertulis untuk mengangsur pembayaran Pajal
yang masih harus dibayar kepada Bupat

v nalalys MDATITIATTIIY A
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Permohonan scbagaimana dimaksud pada aya
(1), nharus digjukan paling lambat 3 (tiga) buiar
scbelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
Apabila batas waktu sebagaimana dimaksuc
pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Wajit
Pajak karena keadaan diluar kckuasaannya
permohonan Wajib Pajak masih dapa
dipertimbangkan scpanjang Wajib Pajak dapa
mcembuktikan kebenaran keadaan ailua
kuasanya tersebul.

Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utan;
Pajak  tahun sebelumnya, tidal dapa
mengajukan angsuran pembayaran.

Masa angsuran utang Pajak tidak melebih
Jjangka waktu tahun PPajak.

Penyelesaian permohonan Angsural
Pembayaran PBB-1’2 melalul penclitian  atan
verifikasi yang dituangkan dalam berita acar
sebagai bahan pertimbangan disetujui ata
tidaknya permohonan angsuran.

Atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (8
Bupati atau Kepala Badan menerbitkan surs
keputusan atas permohonan berupan menerim
seluruhnya, sebagian atau penolakan  dalar
jangka waktu paling lama 30 (liga puluh) hea
sejak berkas permohonan diterima denga
lengkap.

Terhadap utang Pajak yang telah diterbitka
surat keputusan sehagaimana dimaksud pad
ayat (9) tidak dapat lagi diajukan permohona
untuk mengangsur pembayaran.



(11) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana

(1)

(3)

dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
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Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau
menunda pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu bagi Wajib Pajak Badan,
kegiatan usaha Wajib Pajak berclasarkan hasil
pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan
yang antara lain dibuktikan dengan
perhitungan Acid Test Ratio/Quick Ratio kurang
dari 1, foto copi SPT PPh tahun terakhir dan
Ncraca Rugi Laba tahun (crakhir yang sudah
diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajit
Pajak perorangan harus ada keterangan tidak
mampu  atau  kesulitan  keuangan  darm
Lurah/Kepala Desa sctempat yang diketahu:
oleh Camat.

Bagian Kelima Beclas
Permohonan Kompecnsasi

Pasal 61
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonar
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dar
kompensasi kepada Bupati melalui BAKEUDA
permothionan digjukan dalam jangka wakia o
(tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT, kecual
pada kondisi terjadi masalah NOP Ganda
Penggabungan NOP, atau Wajib Pajak atat
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangk:
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaar
diluar kekuasaannya.
Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensas
dapat terjadi, dalam hal:
a. Pajak yang dibayar ternyata lobih besar
yvang seharusnya terutang;
b. Dilakukan pembayaran Pajak yan;
seharusnya tidak terutang;
c. permohonan pengurangan Pajak  yan;
terutang dikabulkan;
d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD
SKPDLB dan STPD dikabulkan sebagian atan
seluruhnya,;
Permohonan PBanding terhadap keputusas
Keberatan dikabulkan sebagian atan
seluruhnya;atau
f. Perubahan peraturan.
Apabila terjadi kesalahan pembayaran yan

@



(5)

(6)

(7)
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dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapat
dilakukan pengembalian/kompensasi.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dinyatakan seccara tertulis dan
ditandatangani, dingan  sckurang Rkarangnya
memuat:

a. Fotocopi kartu tanda penduduk atau

identitas diri lainnya,

b. Fotocopi SPPT Tahun berjalan,;

c. Fotocopi  bukti kepemilikan /penguasaan
/pemanfaatan tanah ( sertifikat / AJB/
Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan
Nasional/Surat Keputusan dari  Instansi
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dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan

diketahui Camat setempat/dokumen lain
yang sejenis);

d. lunas PBB 5 (lima} tahun sebelumnya dan
tahun berjalan;

e. dokumen atau keterangan yang menjad:
dasar pembayaran Pajak;

f. perhitungan pembayaran Pajak menurud
Vajib Pajak; dan

g. surat pernyataan.

Terhadap permohonan pengembalian dar

kompensasi sebagaimana dimaksud pada aya!

(1) terlebih dahulu dilakukan penclitian atau

verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahu

kebenaran atas permohonan terschut.

Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaar

terhadap permohonan sebagaimana dimaksuc

pada ayat {1}, dalam jangka waktu paling lams

12 (dua Dbelas) bulan sejak diterimany:

permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupat

atau Kepala Badan menerbitkan:

a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibaya
ternyata lebih besar dari yang scharusny:
terutang;

b. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yan;
dibayar sama dengan jumlah Pgjak yan;
scharusnya tecrutang; atac

c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibaya
ternyata kurang dari jumlah Pajak yan
seharusnya terutang.

Bupati melalui Kepala Badan dalam jangk:

waktu paling lama 12 bulan sejak diterimany:

permohonan kelebihan pembayaranr Pajal
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), haru
memberikar. Keputusan.

1~q1 ] s
Apabila dalam  jangka wak
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(2)

(3)

—
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——

untuk:

a. perencanaan pendapatan Dacrah;

b. menjaring penerimaan Daerah dari Piutang
PBB-P2;

¢. pengelolaan Piutang dalam ncraca kcuangar
Daerah; dan

d. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau
subjek Pajak untuk membayar Pi313-P2.

Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksuc

pada ayat(l) huruf c dilakukan dcrnigan kegiatar

rekonsiliasi data piutang PBB-P2, melalu

tahapan sebagai berikut:

a. evaluasi data administrasi kantor;

b. pcrckaman data pembayaran;

c. verifikasi data ketetapan dan  realisas
penerimaan; dan

d. memvalidasi besaran tunggaki.

Hasil validasi besaran tunggakan scbagaimans

dimaksud pada ayat (2) huruf d, aigunakar

sebagai data pendukung pelaksanaar

penonaktifan data PI3B-P2 schagat bahan prose:

dalam cadangan pcenghapusan piutang PBB-P2.

Apabila tclah masuk ke datami <

penghapusan piutang PBB-P2, muaka Bupal

atas usul Kepala BAKEUDA menetapkar

cadangan piutang PBB-PZ yang dicadangkar

sebagai piutang PBB-P2 vyang akar

dihapuskan dan tidak lagi adanya tindaka:

penagihan.

Pon Tt ovee v ed oy on ovon s
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I"asal 68

Pcmutakhiran Basis Data PLE PR sobagaiman
dimaksud dalam Pasal 18 sebagal asa

Penetapan data PBB-P2 aktil atau nonaktif.

Penctapan data PBB-P2 aktif atau nonakt

sebagaimana dimaksud pada ayat {1

dilaksanakan melalui penelitian terhadap:

a. Objek Pagjak yang telah terdaftar namu
secara nyata lidak dapat ditemukan
lokasinya di lapangan;

b. daftar Cbjek Pajak yang memiliki 2 {due
atau lebih NOPD);

c. Objek Pajak bherupa fasilitas umum ata
fasilitas sosial;

d. Wajib Pajak tidak ditemukan/tdak jelas;

e. Wajib Pajak yang tidak melakitka
kewajiban /tidak tercatat pembayara.

Pajaknya dengan Kkriteria yang ditetapka:
dalam Keputusan Bupati; dan/atau

£ Y7o s3lh Daoasnls vreve o Ay emry wmwroy oy B PR e S
i. Wajlc rgjadg yang Slara nyata wadul patua.




(3)

(3)

(2)

(1)

(2)

———
——

(2)

melakukan pembayaran scbelum daluwarsa.
Hasil penelitian schagaimana dimaksud
padaayat (1), kepala BAKEUDA melakukan
Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonalktif.

Pasal 69
Penonaktifarn data PBB-P2 dilaksanakan oleh
BAKEUDA.

Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat H dilaksanakan

melalui:

a. verifikasi data dan validasi besaran
tunggakan;

b. menyusun berita acara hasil verifikasi data
dan validasi besaran tunggakan;

c. menyusun laporan hasil penelitian  dan
pemeriksaan; dst

Hasil validasi besaran tunggakan scbagaimane

dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakar
sebagai data pendukung pelaksanaar

penonaktifan data PBB-P2.

Pasal 70
Kepala BAKEUDA menyampaikan laporan hasi
penelitian dan pemeceriksaan pcenonaktifan date
PBB-P2 kepada Bupali.
Kepala BAKEUDA mcnetapkan NOPD yang

dincnaktifkan meclalui keputusan.

Pasal 7.1
NOPD yang dinonaktifkan scbhagaiman:
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapa
diterbitkan SPPT PBB-P2.
NOPD yang dinonaktilican sebagaiman:
dimaksud pada ayat (1) tetap tercantum dalan
DHKP.

Bagian Ketujuh Belas
Penetapan Besaran Pajak Terutang

PPasal 72
Bupati atau Kepala Badan menctapkan Pgjal
terutang renggunakan SKPD  berdasarkan
pendaitaran objeck Pajak sebagaimana dimaksu
dalam Pasal 13 ayat (1).
Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukas
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksu



——
-
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(5)

(1)

(2!

dalam ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat
menerbitkan SKPD atas Pajuk terutang sccara
jabatan berdasarkan data yang dipcrolch atau
dimiliki oleh Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemoriksaan ataa
keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang
dihitung berdasarkan surat pendaltaran objek
Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Bupati
atau Kepala Badan dapat menctapkan Pajak
terutang dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pajak tcrutang untuk jenis Pajak schbagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun scjak
terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak tcrutang schagaimana
dimaksud pada ayat (3) tanpa dikcnakan sanksi
administratif.

Pasal 73

Bupati atau Kepala Badan menetapkan PBB-P2

terutang  berdasarkan SPOP  sebagaimane

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1} dengar
nenggunakan SPPT.

Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkar

SKPD PEE-P2 dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak
dan setelah Wajib Pajakditegur secare
tertulis oleh Kepala Daerah atau Kepale
Badansebagaimanaditentukandalamsuratteg
uran;dan/atau

b. hasil Pemeriksaan atau kclerangan lair
ternyata jumlah PBB-P2 yangterutang lebit
besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung
berdasarkan SPQOP yang disampailtan clel

Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Belas
Pembayaran dan Pcnyctoran

Pasal 74
PemungutanPajakdilarangdiborongkan.
Waiih Doisls meolokukan i v by vy v ey P
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penyetoran  Pajak yang torutang  dengan
menggunakan SSPD.

Pembayaran atau penyetoran Paja.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukau


unt.uk

(4)

(5)

——

——

(7)

(1)

———

——

melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran  berbasi:

elektronik belum tersedia, pembayaran atac

penyetoran Pajak dapat dilakukan melalu
pcmbayaran tunal.

Bupati menetapkan jangka waktu pembayarar

atau penyetoran Pajak terutang paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengirimar
SKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasa
28 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan scjak tanggal pengirimar
SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2¢
ayat (1).

Bupati monctapkan jangka waktu pombayarar

atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1(

(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya mas:

Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mcembayar ata

menyetor tepat pada waktunya scbagaiman:

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajit

Pajak dikenai sanksi administratif berup:

bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dar

1 1- ng
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Pajak terutang yang tidak ata
atau disetor, dihitung dari ranggal jatuh tempe
pembayaran sampai dengan tanges
pembayaran, untuk jangka wakiu paling lam:
24 (dua puluh empal) bulan scria bagian dar
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagil
dengan menggunakan STPD.

Bagian Kesembilan Belas
Pemeriksaas

Pasal 75
Bapati atau Kepala Badan berwenan.
melakukan Pemecriksaan untuk mengu
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
dan tujuan lain dalam rangka mclaksanakas

ketentuan peraturan perundang
undangdnmeng(-n iPajak.
emeriksaan untuk mMenguUji liepatuhas

pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaiman

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian ata
koinpensasi kelebihan Pembayaran Pajak;

bh. terdapat keterangan lain berupa dat
konkret yvang menunjukkan bahwa Paja
yang terutang tidak atau kurang dibayan
atau

¢. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakuka:



(3)

(2)

Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
Pemeriksaan untuk t(ujuan lain scbagaimana
dimaksud pada ayat (l)dilakukan paling scdikit
untuk:

a. pcmbcerian NPWPD sccara jabatan;
penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib

Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untulc tujuan lain scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. poncntuan;

b. pencocokan; atau

¢. pengumpulan materi yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan.

Tata cara Pemcriksaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua Puluh
Surat Tagihan Pajak

Pasal 76
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala
Badan dapat menernitkan STPD.
Penerbitan STPD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau

turang P T asctelah ‘atuh b o g
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Pembayarari;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Pulusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar setelal
jatuh tempo Pembayaran; atau
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrati
berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah tagihan dalam 8STPD scbagaimane
dimaksud pada (2) huru! 4, berupa poliok Pajal
vang kurang dibayar ditambah dengar
pemberian sanksi administratif berupa bunge
sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dar
Pajak yang kurang dibayar,dihitung dar
tanggal jatuh tempo Pembayaran sampa
dengan tanggal Pembayaran,untuk jangk:
waktu paling lama 24 (dua puiuh ¢mpat) bular
sgjak saat terutangnya Pajak serla bagian dar

ulan dihitung penuhl{satu) bulan.












(2]

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

ian Kedua puluh Dua

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 84
Hak untuk melakukan penagihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

menjadi kedaluwarsa setelah melampauw waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajauk melakukan
tindak pidana dibidang pcrpajakan Dacrah.
Kedaluwarsa penagihan Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat
paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak,
baik langsung maupun tidak langsung.
Dalain hal diterbitkan surat teguran dan/atau
surat paksa secbagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kcdaluwarsa Peonagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian surat teguran
dan/atau surat paksa.
Pengakuan utang Pajak secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurutf b
merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannye
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dar
beium melunasinya kepada Pemcrintah Daerah.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf t
dapat diketahui dari pengajuan permohonar
angsuran atau pecnuandaan pembayaran dar
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dar
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf b, kedaluwarsa Pcnagihan dihitung
sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua puluh Tige
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 85
Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajal
untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
Bupati atau Kepala Badan memenntahkar
jurusita Pajak untuk melakukan Penagihar
sebagaimana dirmnaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Divrtnvey Dosalsr wroegg P Al “a oy
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(6)

(1)

(3)

Bupati.

Dalarn pemberian fasilitas angsuran atau
penundaan Pembayaran Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati
mcmperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam

Pembavaran Pajak seclama 2 (dua) tahun
terakhir.

Pasal 92

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajalk;

b. menyetujui scbagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran alau lamanya
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;

atau
c. menolak permohonan Wajib Pajak.
Persetujuan atau persetujuan sebagian
angsuran atau penundaan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul o dan hurat b
paling lama diberikan untuk jangka waktu 24
(dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran
dan Pembayaran Pajaic yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
bunga sebesar 0,6% (nol koma enaim persen) per
bulan dari jumlah Pajak vyarg masith harus
dibayar, untuk jangka waktu paling lama 224
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bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 93

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasa
78 ayat (2) dan ayat (4) mcliputi:

a.
b.
C.
d.

(1)

bencana alam;

kebakaran; kerusuhan massal atau huru-hara;
wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua puluh delapan
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Jasal 94
Atas permohonan Wajib Pajak atau karen:c
jabatannya, Bupat: atau Kepala Badan dapa
melakukan pembetulan STPD SKPD, SKPDKB

SKPDKET, atau SKPDLE, SKPDN yang dalamx



(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan
Dacrah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam surat keputusan
Pembetulan.

Dalam hal pembetulan  didasarkan atas
permohenan Wayjib Pajak schagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala
Badan mecnindaklanjati permohonan rtersebut
dengan melakukan penelitian terhadap

pcrmohonan Wajib Pajak.
a

Dalam rangk
dimaksud pada ayat (3), Bupati alau Kepala
Badan dapat meminta @ data, informasi,
dan/atau keterangan yang dipcrlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas

penelitiain scbagaimana

permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupat: atau Pejabat
yvang ditunjuk wajib  menerbitkan  Surat
T ~ans oty 1-

Keputusan Pembetulan scbagaimana dimaksud
pada ayat {2) dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat pcermohonan
pembetulan diterima.

Surat keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan
berupa:

a. Mengabulkan pcrmohonan Wajib  Pajak

dengan  mombetulkan kesalahan atau
kekeliruan yang dapat berupsa
menambahkan, mengurangkan, atau

menghapuskan jumlah Pajak yang terutang
naupun sanksi administratif berupa bunga
denda, dan kenaikan Pajak; atau

L. membatalkan STI’D atatt membatalkan hasi
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang
dilaksanakan alau diterbitkan lidak sesua
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menclak permohonan Wajib Pajak.

Bupat: atau Kepala Badan dapat melakukar

pembatalan sementara terhadap SPPT dalam

hal:

a. Subjek/objek Pajak diketahui namun tidal
melakukan pembayaran PBB P2 & (hma
tahun ke belakang secara berturut-turut;

b. objek Pajak dalam keadaan sengketa dar
masih menunggu keputusan pengedilan atau
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Nomor e s

Lampiran ...

Perihal : Pengajuan Keberatan

Kepada Yth,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo

Di-

Tebo

Dengan ini mengajukan keberatan  ............. Atas nama/bangunan yang
kami kuasai sebagai perikut :

Nama Wajib Pajak L et eneheheh e e e e e h e et r e e et et ere
NOP/No. SPPT L et eaeheaea e b e areh e e e et e e et et eeas
Alamat Wajib Pajak PP
Letak Objek Pajak T PP P PR

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :
1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBI-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertitikat/AB.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ..... e
Wajib Pajuk/Kuasakan












